WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

e,

Py

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2021;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertangpungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021;

. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pecmeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan- Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45376) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51353);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041});
Peraturan Pemerintah Nomeor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratifl Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menlern Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraluran Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kola Kendari Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019
Nomor 7};

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Menetapkan :

(1)

dan
WALI KOTA KEENDARI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Meraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. LaporanPerubahan Ekuitas; dan

g, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Dacrah/Perusahaan Daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan .......... Rp, 1.391.085.054.986,21
b. Belatia i Rp. 1.449.741.172.154.00
Surplus/defisit ......c.cinnimmrsiriinnrininsssnininnes.  (Rp. 58.656.117.167,79)
c. Pembiayaan
-  Penerimaan ............ Rp. 194.810.277.129,72
-  Pengeluaran ............ Bp. 14.972.875.246,00
Pembiayaan netto .......coocrvarnirniveesnnnnres Rp. 179.837.401.883,72
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp.184.939.348.670,79) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.576.024.403.657,00
b. Realisasi Rp. 1.391.085.054.9856,21
Selisih lebih/(kurang) ........ccoceeereiniennss (Rp. 184.939.348.670,79)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 589.958.542.560,00)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 2.039.699.714.714,00
b. Realisasi Rp. 1.449.741.172.154.00
Selisih lebih/(kurangl.....c.cociinimninnmenineien (Rp. 589.958.542.560,00)
Sclisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Ep. 405.019.193.889,21 dengan rincian sebagai berikut: -

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 463.675.311.057,00)

b. Realisasi (Rp. 58.656.117.167,79)
Selisih lebih/(Kurang).......ccceivenrenerssnrassscoss Rp. 405.019.193.889,21

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp. 280.666.288.886,28) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 475.476.566.016,00
b. Realisasi Rp. 194.810.277.129,72
Selisih lebih/(kurang)........cccccoiiiinnnraininses (Rp. 280.666.2B8.886,28)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 3.171.620.287,00 dengan rincian sebagai berikut :
a, Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 11.801.254.959.00
b. Realisasi Rp. - 14.972.875.246,00
Selisih lebih/(kurang) .......c.cocomvreriniiinnnna RpG 3.171.620.287,00




f. Selisth anggaran dengan realisasi  pembiayvaan netto sejumlah
(Rp. 283.837.909.173,28) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 463.675.311.057,00

b. Realisasi Bp. 179.837.401.883,72

Selisih lebih/(kurang) ............ccoiiiiininnne.. (Rp. 283.837.909.173,28)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember
Tahun 2021 sebagai berilaat :

a. Jumlah Aset Rp. 5.686.543.723.547,23

b. Jumlah Kewajiban Rp. 235.359.908.740,72

¢. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 5.451.183.814.806,51
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yvang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2021 Ro. 88.453.833.593,60
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 421.202.951.943,21
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi

aset non keuangan (Rp. 482.859.069.111,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 81.588.399.754,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp. 703.886,21)
f. Saldo akhir kas di BUD Rp. 78.341.151.730,20
g. Saldo akhir kas dibendahara pengeluaran Rp. 0,00
h. Saldo akhir dibendahara penerimaan Rp. 83.014.600,00
1. Saldo akhir kas dibendahara FKTP BPJS Rp. 241.634.809,00
i. Saldo akhir kas di BLUD Rp. 42.340.596.688,73
] Kas lainnya Rp 174.886.888,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2021 Ep. 121.181.284.715,93

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi,



Lampiran .2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kepiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Lampiran [l : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran Il : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

[. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i, Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

l. Lampiran XIT : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

m. Lampiran XI[II : Daltar Rekapitulasi Aset;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

gq. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Dafltar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai

Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya;

Lampiran XX : lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
dari :

a. Laporan kinerja; dan

b. lIkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Wali Kota Kendari menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 - § — 2022
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 — ¥ — 2022

.EEKRE‘]}ARIE DAERAH KOTA KENDARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN
2021 : 2/63/2022
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